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Abstract 
This study aims to describe the application of good environmental governance 

principles in achieving environmental balance. Although the importance of good 

environmental governance has been widely recognized, its implementation still 

faces various challenges, including lack of coordination between actors, 

transparency in decision-making, and imbalance between economic and 

environmental interests. This study uses a qualitative approach with a literature 

study method to understand the factors that influence the effectiveness of good 

environmental governance and its impact on environmental quality. The results 

of the study indicate that active participation from all stakeholders, a strong legal 

framework, and transparency in the decision-making process are key elements in 

creating effective environmental policies. Thus, the application of good 

environmental governance principles is expected to provide a significant 

contribution to sustainable and effective environmental management, as well as 

support economic development in line with environmental conservation. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip good 

environmental governance dalam mencapai keseimbangan lingkungan. Meskipun 

pentingnya good environmental governance telah diakui secara luas, 

implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya 

koordinasi antar aktor, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan 

ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk 

memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas good environmental 

governance serta dampaknya terhadap kualitas lingkungan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, 

kerangka hukum yang kuat, dan transparansi dalam proses pengambilan 

keputusan merupakan elemen kunci dalam menciptakan kebijakan lingkungan 

yang efektif. Dengan demikian, penerapan prinsip good environmental 

governance diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam 

pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan efektif, serta mendukung 

pembangunan ekonomi yang sejalan dengan pelestarian lingkungan. 
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Kata Kunci 

Prinsip Good Environmental, 

Keseimbangan Lingkungan. 

 

PENDAHULUAN 

 

Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, isu lingkungan menjadi salah satu 

tantangan utama yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Pengelolaan lingkungan yang 

baik dan berkelanjutan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, yang 

dikenal sebagai good environmental governance (Handoyo, S. 2024). Konsep ini mencakup 

berbagai institusi, aturan, dan aktor yang berinteraksi di berbagai tingkat untuk mempengaruhi 

tindakan dan hasil lingkungan. Good environmental governance tidak hanya berfokus pada 

efektivitas kebijakan lingkungan, tetapi juga pada keadilan, partisipasi, dan transparansi dalam 

proses pengambilan keputusan (Kasana, N, dkk. 2020). 

Penelitian tentang penerapan good environmental governance dalam mencapai 

keseimbangan lingkungan sangat penting mengingat tantangan global yang semakin kompleks 
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dalam pengelolaan lingkungan (Yung, R, dkk. 2024) Dengan meningkatnya ancaman 

perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan kerusakan lingkungan, diperlukan pendekatan yang 

komprehensif dan terintegrasi untuk memastikan keberlanjutan lingkungan (Permatasari, D. 

N., dkk. 2018). Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas good environmental governance, menganalisis dampaknya terhadap 

kualitas lingkungan, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan 

implementasi pengelolaan lingkungan yang baik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

berkontribusi pada pemahaman teoritis tetapi juga memberikan solusi praktis untuk mencapai 

keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta mendorong 

kolaborasi antara berbagai aktor dalam pengelolaan lingkungan yang lebih baik (Addahlawi, 

N. A, dkk. 2019). 

Meskipun pentingnya good environmental governance telah diakui secara luas, 

implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa masalah utama yang 

dihadapi termasuk kurangnya koordinasi antar aktor, kurangnya transparansi dalam proses 

pengambilan keputusan, dan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. 

Selain itu, perbedaan kapasitas dan sumber daya antara negara maju dan berkembang juga 

mempengaruhi efektivitas pengelolaan lingkungan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan environmental governance 

dalam kehidupsn sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat. memberikan kontribusi 

signifikan dalam bidang pengelolaan lingkungan. Maanfaat penelitian ini meliputi memberikan 

pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas good 

environmental governance. Menyediakan bukti empiris tentang dampak dari penerapan good 

environmental governance terhadap kualitas lingkungan. Memberikan rekomendasi kebijakan 

yang dapat digunakan oleh pemerintah dan organisasi internasional untuk meningkatkan 

pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam upaya 

mencapai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan efektif. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. 

Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami 

penerapan good environmental governance, factor-faktor yang mempengaruhi serta 

dampak dari penerapan good environmental governance terhadap kualitas lingkungan. 

2. Unit Data  

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan dan praktik pengelolaan 

lingkungan di berbagai tingkat pemerintahan (lokal, regional, dan nasional) serta peran 

aktor-aktor kunci seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. 

3. Jenis Data  

Jenis data penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu analisis dokumen seperti 

kebijakan lingkungan, laporan kinerja lingkungan, dan dokumen akademis yang relevan 

untuk memahami bagaimana good environmental governance telah diterapkan dan faktor 

serta dampaknya terhadap keseimbangan lingkungan 

4. Sumber Data 

Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber data sekunder, termasuk 

jurnal-jurnal, artikel dan laporan penelitian yang membahas tentang penerapan prinsip 

good environmental governance dalam keseimbangan lingkungan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi 

Literatur (studi kepustakaan) yang bersumber dari jurnal literatur, artikel, serta berbagai 

dokumen yang berkaitan dengan penerapan prinsip good environmental governance dalam 

keseimbangan lingkungan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan 

dan menganalisis data dari berbagai sumber-sumber literatur yang relevan. 

6. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis 

tematik di mana setiap data yang yang ditemukan dalam literatur diidentifikasi prinsip-

prinsip yang sudah tercapai, faktor-faktor serta dampak yang mempengaruhi keberhasilan 

dalam penerapan good environmental governance. Temuan ini kemudian dapat digunakan 

untuk mengusulkan rekomendasi kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat yang 

lebih besar dalam mencapai keseimbangan lingkungan. Dengan menggunakan teknik 

analisis tematik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam 

tentang penerapan prinsip good environmental governance dan dampaknya terhadap 

keseimbangan lingkungan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan 

efektif. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Prinsip Good Environmental Governance Keseimbangan Lingkungan  

Perubahan pada suatu variabel sumberdaya alam akan menyebabkan terjadinya 

perubahan proses pada lingkungan, dan dalam jangka waktu tertentu perubahan proses tersebut 

akan berkembang menuju pada suatu kondisi yang seimbang. Dalam proses menuju 

keseimbangan tersebut mungkin saja timbul efek-efek lain pada lingkungan yang sifatnya 

masih baru. Proses – proses baru yang berkembang pada suatu lingkungan ini selanjutnya 

dipersepsikan sebagai suatu kerusakan lingkungan apabila menimbulkan kerugian pada 

manusia atau kondisi lingkungan yang sifatnya universal. Misalnya perubahan penggunaan 

lahan dari kawasan bervegetasi menjadi kawasan terbuka akan menyebabkan terjadinya 

peningkatan jumlah tanah yang tererosi. Jika akibat erosi tersebut menyebabkan terjadinya 

penurunan kesuburan tanah, maka dapat dikatakan  bahwa pada kawasan tersebut telah terjadi 

kerusakan lingkungan yang ditandai oleh  penurunan kualitas tanah. 

Banyak sekali kawasan hutan yang sudah di rombak menjadi lahan pertanian yang di 

tanami tanaman sergam (monokultur), lahan monokultur menyebabkan daur biologi  dan daur 

materi berubah, bahkan akan terjadi kesimbangan yang baru. Tanaman monokultur 

memerlukan pepeuk terus menerus dan dapat mengakibatkan terganggunnya  unsur hara secara 

alami. Untuk itu perlu dipertimbangkan adanya rotasi tanaman secara  bergiliran. 

Perkembangan teknologi dan industri yang sangat pesat akan memudahkan manusia dalam 

mengolah alam. Namun, seringkali karena kepentingan yang sesaat manusia tidak 

mengindahkan kelestarian alamnya demi masa yang akan datang. Akibatnya dari kegiatan 

industri ini akan menghasilkan pencemaran (polusi). Polusi adalah gangguan kesimbangan 

lingkungan yang disebabkan oleh factor asing yang meracuni lingkungan tersebut. Perubahan 

kondisi yang ditimbulkan oleh perubahan proses yang tejadi baik yang sifatnya alami maupun 

buatan yang dapat menimbulkan efek negatif/kerugian pada manusia sekitarnya dan 

lingkungan secara umum, baik secara langsung maupun tidak  langsung. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa good environmental governance 

dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) yang peduli 

terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Pentingnya pemerintahan yang baik, 

oleh karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan itu bisa tercapai. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 

mensyaratkan beberapa hal, yaitu pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
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mensyaratkan agar pemerintah itu  sendiri benar-benar efektif dalam memerintah. Sebab, 

selama pemerintah lemah dan tidak efektif, kekuasaan pemerintah bisa menjadi bulan-bulanan 

dan menjadi alat permainan kepentingan kelompok tertentu dengan mengorbankan 

kepentingan rakyat banyak. Kedua, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 

pemerintah harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa setiap 

penyelenggara pemerintahan harus menjadi contoh yang baik dalam mematuhi hukum. Tanpa 

kepatuhan terhadap hukum, tidak akan ada kepastian hukum, dan selama tidak ada kepastian 

hukum tidak mungkin bisa dijamin ada penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ketiga, 

Pemerintah harus menegakan aturan hukum untuk menjamin kepentingan bersama seluruh 

rakyat. Hal ini berarti bahwa pemerintah dituntut untuk bertindak netral dan adil dalam 

memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum dan berdasarkan hukum yang berlaku. 

Dengan demikian dapat dihindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dengan melanggar 

hukum untuk kepentingan kelompok tertentu secara tidak sah. Keempat, demi menjamin semua 

hal tersebut, perlu adanya perangkat-perangkat kelembagaan demokrasi yang berfungsi secara 

efektif. Governance dikatakan baik apabila sumber daya publik (public resources) dan 

masalah-masalah publik (public affairs) dikelola secara efektif, efisien dan partisipatif. 

Efektifitas, efisien, dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya publik, menuntut iklim 

demokrasi yang sehat yang didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 

Perwujudan iklim demokrasi yang sehat menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang 

terbuka (open government). 

Dengan demikian, maka konsep good governance telah membawa perubahan 

paradigma penyelenggaraan pemerintahan dimana paradigma penyelenggaraan pemerintahan 

yang benar adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat. Ini 

berarti bahwa pemerintah tidak lagi menjadi pihak tunggal dalam pengaturan dan 

penyelenggaraan pemerintahan tetapi senantiasa melibatkan pihak lain yaitu swasta dan 

masyarakat, yang merupakan unsur atau elemen good governance. 

 

Faktor yang Mempengaruhi Good Environmental Governance 

Faktor yang mempengaruhi good environmental governance dalam keseimbangan 

lingkungan sangat beragam dan saling terkait. Pertama, keterlibatan pemangku kepentingan 

menjadi elemen kunci dalam menciptakan kebijakan lingkungan yang efektif. Partisipasi aktif 

dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta memastikan bahwa semua suara didengar dan 

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan berbagai pihak, kebijakan 

yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan dapat mengurangi potensi konflik 

yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan terhadap keputusan yang diambil. 

Kedua, kerangka hukum yang kuat dan dapat diakses sangat penting untuk mendukung 

good environmental governance. Regulasi yang jelas dan dapat ditegakkan memberikan 

kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini 

tidak hanya membantu dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga mendorong investasi yang 

berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ketika hukum diterapkan secara konsisten, kepercayaan 

antara pemangku kepentingan meningkat, yang pada gilirannya mendukung pengelolaan 

lingkungan yang lebih baik. 

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan juga 

merupakan faktor penting. Proses yang transparan memungkinkan masyarakat untuk 

memahami bagaimana keputusan diambil dan dasar-dasar yang mendasarinya. Akuntabilitas 

memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka, 

sehingga menciptakan lingkungan di mana kebijakan lingkungan dapat diimplementasikan 

dengan baik. Dengan demikian, masyarakat merasa lebih percaya dan terlibat dalam proses 

pengelolaan lingkungan. 
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Terakhir, pendidikan dan kesadaran lingkungan memainkan peran yang sangat penting 

dalam good environmental governance. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu 

lingkungan dan pentingnya keberlanjutan dapat mendorong partisipasi yang lebih besar dalam 

pengelolaan sumber daya alam. Program pendidikan yang efektif dapat membantu masyarakat 

memahami dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan dan mendorong perilaku yang 

lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, kesadaran yang tinggi akan isu-isu lingkungan 

dapat berkontribusi pada keseimbangan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. 

 

Dampak Prinsip Good Environmental Governance  dalam Keseimbangan Lingkungan 

Dampak prinsip good environmental governance dalam keseimbangan lingkungan 

sangat signifikan dan dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, prinsip ini mendorong 

partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, 

dan sektor swasta. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan, 

kebijakan lingkungan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan 

serta aspirasi masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga 

menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi 

konflik dan meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Kedua, good environmental governance menekankan pentingnya transparansi dan 

akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Ketika informasi mengenai kebijakan dan 

tindakan pemerintah tersedia secara terbuka, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan 

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam pengelolaan lingkungan. Transparansi ini juga 

membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, yang sangat penting 

untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi dalam menjaga keseimbangan 

lingkungan. 

Selanjutnya, prinsip ini juga mendorong pengembangan kerangka hukum yang kuat dan 

dapat diakses. Dengan adanya regulasi yang jelas dan dapat ditegakkan, hak-hak masyarakat 

dan lingkungan dapat dilindungi dengan lebih baik. Kepastian hukum ini memberikan jaminan 

bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam tanpa takut akan 

pelanggaran hak. Selain itu, kerangka hukum yang baik juga memfasilitasi penyelesaian 

sengketa secara adil dan efisien, yang penting untuk menjaga stabilitas sosial dan lingkungan. 

Akhirnya, good environmental governance berkontribusi pada pengembangan 

pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan lingkungan. Dengan mempertimbangkan 

interaksi antara berbagai komponen ekosistem, kebijakan yang diambil dapat lebih efektif 

dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada 

perlindungan lingkungan, tetapi juga pada pemanfaatan sumber daya alam secara 

berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang sejalan dengan 

pelestarian lingkungan. Dengan demikian, prinsip good environmental governance menjadi 

landasan penting dalam mencapai keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan penelitian tentang penerapan prinsip good environmental governance 

dalam keseimbangan lingkungan tersebut , dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip ini 

sangat penting untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Good 

environmental governance mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, 

termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, sehingga kebijakan yang dihasilkan 

menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, transparansi dan 

akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan juga merupakan faktor kunci yang 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi good environmental 

governance, seperti kurangnya koordinasi antar aktor dan perbedaan kapasitas antara negara 

maju dan berkembang, perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan. 

Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan aksesibilitas yang baik, hak-hak masyarakat 

dan lingkungan dapat dilindungi dengan lebih baik, yang pada gilirannya mendukung stabilitas 

sosial dan lingkungan.  

Secara keseluruhan, penerapan prinsip good environmental governance berkontribusi 

pada pengembangan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan lingkungan, yang tidak 

hanya fokus pada perlindungan lingkungan tetapi juga pada pemanfaatan sumber daya alam 

secara berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip ini menjadi landasan penting dalam mencapai 

keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. 

 

SARAN 

 

Saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Diperlukan upaya lebih lanjut untuk 

mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat 

lokal, pemerintah, dan sektor swasta. Program-program yang melibatkan masyarakat 

dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan 

menciptakan rasa memiliki. 

2. Pengembangan Kerangka Hukum yang Kuat: Penting untuk membangun dan 

memperkuat kerangka hukum yang jelas dan dapat diakses. Regulasi yang baik akan 

memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan 

sumber daya alam, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa secara adil. 

3. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan 

keputusan sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan 

masyarakat. Informasi mengenai kebijakan dan tindakan pemerintah harus tersedia 

secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. 

4. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Program pendidikan yang efektif perlu 

diimplementasikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu 

lingkungan dan pentingnya keberlanjutan. Kesadaran yang tinggi akan isu-isu 

lingkungan dapat mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab. 

5. Rekomendasi Kebijakan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

kebijakan yang relevan dan efektif untuk meningkatkan implementasi good 

environmental governance, sehingga dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan 

ekonomi dan perlindungan lingkungan. 

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara lebih 

berkelanjutan dan efektif. 
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